
Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1)
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturanPemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerahmenjadi Undang-Undang,KepalaDaerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaranberakhir;

b: bahwa pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDKota
CimahiTahunAnggaran2006 ...

1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBurni dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republikclndonesta
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengah Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1994 Nomor 62, TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor3569); .

2. Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4048);

3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik
IndonesiaNomor3851);
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5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006
Nomor 57 Seri A);



RpJumlahRealisasiPembiayaan

b. Pengeluaran
1) SetelahPerubahan Rp 39.816.495.081,84
2) Berkurang ~R-"-p__ =2"-'.3...;:.5...=.0.;;.;;.9_;:;5_.;.4..:..:;.1;;.._7_;;.6.L.;;,8'--4
Jumlah RealisasiPengeluaran _;R.L.p__ _;:_37_._4_;;_6......5_.;..5___;4_0_;.9___;0_.;;.5.L.'0;;_0_

59.358.759.808,00

96.824.300.713,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) SetelahPerubahan Rp 110.910.300.713,00
2) Berkurang ~RLP_ __:1;:_4:..::...0.::_8:::...;6::_:• ...=.0-=..00.::_.:_;:0'-=0....::.0.L-',O:c..=.0
JumlahRealisasiPenerimaan Rp

2. Belanja
a. AnggaranSetelahPerubahan Rp 440.032.206.915,73
b. Berkurang Rp 90.439.218.159,73

Jumlah Realisasi Belanja .;.,_;R.:..p_ ____;3;;_4.;,.;:9_;;_.5;;;_;9;;_2:;;.:_•.;:;_98.:;_8;:_:•..;:_7..;:_56..;:..J''-''0_;;_0_

Surplus _R.b.p 2_7_._56_2_._9_99_._0_5_6,&..;;0_0_

377.155.987.812,00

1. Pendapatan
a. AnggaranSetelahPerubahan Rp 368.938.401.284,57
b. Bertambah Rp 8.217.586.527,43

JumlahRealisasiPendapatan Rp

Jumlah RealisasiAnggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 2006 adalah
sebagaiberikut :

Pasall

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENlABARAN
PERTANGGUNGlAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANlA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN
ANGGARAN 2006

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Bentukdan SusunanPerhitunganAnggaranPendapatandan Belanja.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

WALIKOTA CIMAHI

dan

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DenganPersetujuanBersama

28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2006 Nomor 69 Seri A).



b- ~ Ir. H.M. ITOC TOCHUA, MM.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal 2 t(f+

) iY"ALlKOTA CIMAHI rI

Keputusanini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannyadalam LembaranDaerahKota Cimahi.

Pasal4

Lampiran-Iampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkandari Keputusanini.

Pasa.3

PenjabaranPerhitunganAPBDsebagaimanadimaksuddalam pasal 1 dirinci lebih Janjutpada
lampiran Keputusantnt.

Pasal2

.\


